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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan
militer ialah anggota militer sebagai pengguna psikotropika, bukan
sebagai korban ataupun pengedar.

2. Pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam
menjatuhkan  sanks terhadap anggota militer yang terbukti
menyalahgunakan psikotropika bahwa perbuatan terdakwa bertentangan
dengan sapta marga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak
citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik
dalam pemberantasan psikotropika, dan perbuatan terdakwa bertentangan

dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai praurit.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ternyata sedang

menjalankan tugas negara ataupun tugas operasi militer, hendaknya segera
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ditarik untuk menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu agar proses
penyel esaian perkaranya dapat cepat selesai.

2. Hukuman yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan psikotropika bisa lebih berat, mengingat TNI
merupakan suatu intitusi yang mengutamakan kedisiplinan serta menjadi
contoh bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu pula tindak pidana
terbut akan mencoreng nama TNI di mata masyarakat, sehingga sudah

sewagjarnya jika dapat dijatuhi hukuman semaksimal mungkin.
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